DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie, Jimly. Teori Hierarki Norma Hukum, Cetakan ke-2 (Jakarta:
Konpress, 2020).

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Keadilan Sosial, Serial Gagasan Konstitusi Sosial
Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia (Penerbit Buku Kompas, 2018).

Badrulzaman, Mariam Darus. Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2016).

Bertens, K., O. Johanis Ohoitimur, dan Dua, M., Pengantar Filsafat (Jakarta: PT
Kanisius, 2018).

Franz Magnis-Suseno, Etika Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2023).

Manullang, E. Fernando M. Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, Cet. ke-3
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Miru, Ahmadi. Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2013).

Ramlani Lina Sinaulan. Buku Ajar Filsafat Hukum (Y ogyakarta: Zahir Publishing,
2021).

Rawls, John. Theory of Justice (Massachusetts: Harvard University Press, 2021).
Setiawan, I Ketut Oka. Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Sinaulan, Ramlani Lina. Buku Ajar Filsafat Hukum (Y ogyakarta: Zahir Publishing,
2021).

Solakira, Yustinus Badhernus. Tesis. Telaah Yuridis Pengenaan Bea Masuk Anti
Dumping Terhadap Impor Produk Lisin Dari Republik Rakyat Tiongkok
Dalam Perspektif Hubungan Hukum Anti Dumping WTO Dan Hukum
Persaingan Usaha (Jakarta: Universitas Indonesia, 2023).

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Burgerlijke Wetboek (Jakarta: Balai Pustaka, 2014).

JURNAL

100



Anonim, “Mengenal Dampak Positif dan Negatif dari Monopoli”, diakses pada
https://bpmbkm.uma.ac.id/2022/06/03/mengenal-dampak-postif-dan-negatif-
dari-monopoli/, pada Oktober 2024.

Arifin, Muhammad. “Penyalahgunaan Keadaan sebagai Faktor Pembatas
Kebebasan Berkontrak” Jurnal Notarius, Vol. 3 No. 2 Tahun 2017.

Artharini, Nadia Feby. “Perlindungan Bagi Umkm Terhadap Persaingan Usaha
Tidak Sehat”, Dharmasisya, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Volume 2 Nomor 3 (September 2022).

Atmoko, Dwi. “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian
Baku”, Binamulia Hukum Tahun 2022, Vol. 11 No. 1.

Harefa, Oinike Natalia. “Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan
Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr”. Jurnal Ilmiah Teologi,
Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan. Vol. 13. No. 1 Tahun 2020.

Kamila, N dan Madian Muhammad Muchlis, “Implikasi Cafta Terhadap Produk
Jadi Indonesia Di Tiktok Shop: Tinjauan Literatur”, Berajah Journal, Jurnal
Pembelajaran dan Pengembangan Diri, Vol 04 No.1 2024.

Keladu, Yosef. “Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam
Teori Keadilan Aristoteles”. Jurnal Diskursus. Vol. 19, No. 1 Tahun 2023.

Kira, Joseph Hugo Vieri lusteli Sola, “Analisis Penanganan Perkara Kemitraan
dalam Kasus Kemitraan Usaha yang Melibatkan PT Sinar Ternak Sejahtera”,
Journal of Law Education and Business. Vol. 2 No. 2 Tahun 2024.

Krisnawati, Rindang. “Mengenal Pasar Monopoli: Pengertian, Karakteristik,
Dampak, dan Contohnya”, diakses pada https://finance.detik.com/berita-
ekonomi-bisnis/d-7036559/mengenal-pasar-monopoli-pengertiankarakteristik
-dampak-dan-contohnya, pada 14 November 2024.

Mahendar, Fahdelika dan Christiana Tri Budhayati, “Konsep Take It or Leave It
dalam Perjanjian Baku sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak”, Jurnal
Ilmu Hukum Alethea, Vol. 2, No. 2 Tahun 2019.

Olivya, Zulfikar Judge, “Analisa Hukum Penetapan Harga dalam Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Jurnal Hukum Indonesia, Vol 2 No.2 April
2023.

Rabah, Aluf Ra’syiah dan Ridho Ardiansyah. “Urgensi Pembaharuan Pengaturan
Hubungan Kemitraan Guna Mendorong Pertumbuhan UMKM di Indonesia”.
Jurnal Persaingan Usaha. Vol. 3 No.2 Tahun 2023.

Ruslan, Haerani. “Perjanjian Kemitraan antara PT Gojek Indonesia dengan Driver
Transportasi Berbasis Teknologi di Pulau Lombok (Study di Pulau
Lombok)”.Jurnal Res Justitia. Vol. 1, No.2 Tahun 2021.

Sii, Nelson, et. al. “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Distributor dan
Pengaruhnya Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat” Wacana
Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Tahun 2024, Vol. 23.

101



Tolla, Deschika Gaby Justicia dan Endah Widyastuti, “Welfare State Untuk
Membatasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian”, Sultra Research of
Law : Jurnal Hukum, Tahun 2020.

Yudityastri, Alya. “Klausula Baku dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan
dengan Asas Kebebasan Berkontrak”, Jurnal Privat Law, Vol. 8 No. 2 Tahun
2020.

Zulfiani, “Kebebasan Berkontrak Persfektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”,
Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Tahun 2016 Vol. 11 No.2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1999 tentang
Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomorl83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

102



Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).

Indonesia. Undang-Undang Nomor I Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617).

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1007).

Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/PK.230/9/2017
tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur
Konsumsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1230).

Indonesia. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor I Tahun 2019
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (http://kppu.go.id/).

Indonesia. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1212).

103



Indonesia. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 196).

Indonesia. Peraturaan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1060).

PUTUSAN PENGADILAN
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-K/2020. Tanggal 29

Juli 2022. http s://putusan. kppu.go.id/simper/lib/file/doc/
Salinan%?20Putusan%20 Perkara%20 Nomor%2009-KPPU-K-2020.pdf.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga
Jkt Pst. Tanggal 19 September 2022. https:/acrobat.adobe.com/
id/urn:aaid:sc:AP:12e1b7e8-635d-465d-a863-3cede9f90fad.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 Tanggal 6
Desember 2022. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/
zaedb80c0619495¢957¢313533353239.html.

WEBSITES

Bank Indonesia, “Framework Pengembangan UMKM Bank Indonesia”,
https://www.bi.go.id/id/umkm/ programpengembanganumkm/default.aspx#:~:
text=Framework%20Pengembangan%20UMKM%20Bank%?20Indone,%E
2%80%8B.

Code of Justinian (529-534). https://media.bloomsbury.com/rep/files/Primary%20
Source%201.3%20-%20Co0de%200f%20Justinian.pdf. 23 Juli 2024.

Gardiol van Niekerk dan Duard Kleyn, “Honeste Vivere: Ulpian’s Praeceptum luris
as Manifested in the Roman Law of Marria ge” dalam SUBB lurisprudentia No.
2/2016. https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263
/60663/VanNiekerk Honeste 2016.pdf? sequence=3&isAllowed=y . 23 Juli 2024.

104



